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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor  

450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dapat diambil beberapa simpulan sebagai 

berikut: 

1. Pembuktian dalam persidangan dilakukan melalui pemeriksaan alat-alat 

bukti, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan 

barang bukti. Adanya persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang 

lain mendukung terpenuhinya batas minimum pembuktian sebagaimana 

diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP. 

2. Berdasarkan pertimbangan hakim dengan alat bukti yang diajukan oleh jaksa 

penuntut umum, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti 

melakukan tindak pidana. Terdakwa melakukan perbuatan tanpa memiliki 

surat izin registrasi dan/atau surat izin Dokter atau Dokter Spesialis THT 

untuk melakukan praktik dokter. Sehingga, terdakwa terbukti melanggar 

Pasal 75 ayat (3) Jo. Pasal 31 ayat (1) UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana  

B. Saran 

1. Organisasi profesi dalam pelayanan kesehatan diharapkan mencakup 

aspek promotif. Dokter memiliki kewajiban untuk mematuhi standar profesi 

dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan, standar ini 

mencakup pedoman dan aturan yang harus diikuti untuk memastikan bahwa 
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praktik kedokteran dilakukan dengan baik dan sesuai dengan norma-norma 

yang berlaku. Kode Etik Kedokteran mencakup norma-norma moral dan 

etika yang harus diikuti oleh dokter dalam menjalankan praktiknya.  

2. Bagi Dinas Kesehatan pengawasan terhadap tenaga kesehatan yang 

mempekerjakan tenaga kesehatan sebaiknya memastikan bahwa tenaga 

kesehatan memiliki lisensi yang sah dan sesuai dengan persyaratan negara 

atau wilayah tempat mereka bekerja. Berikan supervisi yang tepat dan 

lakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa tenaga 

kesehatan tetap memenuhi standar yang ditetapkan. Ajarkan dan pastikan 

tenaga kesehatan mematuhi kode etika profesional yang berlaku di tempat 

mereka bekerja, selain itu kerjasama dengan otoritas kesehatan lokal untuk 

memastikan bahwa tenaga kesehatan asing mematuhi semua regulasi dan 

kebijakan yang berlaku di wilayah tersebut.  
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